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ABSTRACT

The research entitled "Authorities and Licensing Procedures for Electricity
Supply Business Activities for the Public Interest" aims at first to know and
understand the licensing procedures for electricity supply business activities for the
public interest. Second, to know and understand the authorities in licensing
procedures for electricity supply business activities for the public interest and
provide knowledge to the public who do not know the procedures for licensing in
the electricity sector.

The research method used in this thesis uses a normative research method,
which in its process uses legislation and literature related to the material discussed.

Based on the results of this study, it can be concluded that first, before
starting their business, business actors providing electricity for the public interest
must fulfill a business license consisting of a Business Identification Number
(Nomor Induk Berusaha), a standard certificate, a Electricity Supply Business
License for Public Interest (lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
kepentingan Umum) and pay attention to other requirements which are the first
obligations that must be fulfilled by business actors. Second, to obtain a permit
cannot be separated from the party that plays a role in issuing a permit. In this
study it is stated that in a country, leaders have authority and power, namely
constitutive power to monetary power. the party who can issue a permit for a
Electricity Supply Business License for Public Interest (Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum) according to Attachment | to Government
Regulation Number 5 of 2021 is the Minister. The Minister obtains authority based
on Article 17 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: authority, procedure, licensing, public interest.
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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Kewenangan dan Prosedur Perizinan Kegiatan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum” bertujuan pertama
untuk mengetahui dan memahami prosedur perizinan kegiatan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum. Kedua untuk mengetahui dan memahami
pihak yang berwenang dalam prosedur perizinan kegiatan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat
yang belum mengetahui prosedur tentang perizinan di bidang ketenagalistrikan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode
penelitian normatif, yang dalam pengerjaannya menggunakan peraturan
perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu yang
pertama, sebelum memulai usahanya, pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum wajib memenuhi izin usaha yang terdiri dari Nomor Induk
Berusaha (NIB), sertifikat standar, 1zin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Umum (IUPTLU), dan memperhatikan persyaratan lain yang menjadi
kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kedua, untuk
memperoleh atau mendapatkan suatu perizinan tidak lepas dari pihak yang berperan
untuk menerbitkan suatu perizinan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa di dalam
suatu negara, para pemimpin memiliki kewenangan dan kekuasaan yaitu kekuasaan
konstitutif sampai pada kekuasaan moneter. pihak yang dapat menerbitkan
perizinan untuk izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
(IUPTLU) menurut Lampiran | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah
Menteri. Menteri mendapat atau memperoleh suatu kewenangan tersebut didasari
dari Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: kewenangan, prosedur, perizinan, kepentingan umum.
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